BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Menimbang :

Mengingat

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib
administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah
sehinga pengelolaan barang Milik Daerah dapat
dilaskanakan secara optimal, efektif, dan efisien serta
transparan sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa Pemerintah Daerah dalam pengelolaan barang
milik Daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan Daerah
sehingga dalam penyelenggaran pemerintahan daerah
berjalan dengan baik dan terwujud kesejahteraan rakyat;
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan kebutuhan
pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu
dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 105);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 105) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 14, angka 22, angka 23, angka 26,
angka 34, dan angka 43 Pasal 1 diubah berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
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10.

11.

12.

13.

14.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati Tegal sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Otonom;

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah,
adalah  kesatuan Masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan  Masyarakat setempat  menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Bupati adalah Bupati Tegal;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD Adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Unit Kerja adalah bagian perangkat daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa program;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal
dari perolehan lainnya yang sah;

Barang Inventaris adalah Barang Milik Daerah yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah
Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
Barang Pakai habis adalah Barang Milik Daerah
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional Pemerintah Daerah, yang umur
ekonomisnya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan;
Persediaan adalah Barang Inventaris yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan
barang habis pakai;

Pengelolaan @ Barang  Milik Daerah  adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,

pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya
disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang
berwenang dan bertanggungjawab melakukan
koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah;

Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan
kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah;

Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala
Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi
pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah;

Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya
disebut Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah;
Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang
selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang,
adalah Kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk
oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang
yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-
baiknya;

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah
Pejabat yang melaksanakan fungsi tata wusaha
barang milik daerah pada Pengguna Barang;
Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya
disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau
Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas
mengurus barang;

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang
diserahi tugas menerima, menyimpan,
mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik
Daerah pada Pengelola Barang;

Pengurus Barang Pengguna adalah aparatur sipil
negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan,
mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik
Daerah pada Pengguna Barang;

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah
pengurus barang yang membantu dalam penyiapan
administrasi maupun teknis penatausahaan barang
milik daerah pada Pengelola Barang;

Pembantu Pengurus Barang Pengguna Adalah
pengurus barang yang membantu dalam penyiapan



26.

27.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

administrasi maupun teknis penatausahaan barang
milik daerah pada Pengguna Barang;

Pengurus Barang Pembantu adalah aparatur sipil
negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan,
mengeluarkan, menatausahakan dan
mempertanggung jawabkan Barang Milik Daerah
pada Kuasa Pengguna Barang;

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki
pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga
serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan
/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah;
Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan
merumuskan rincian kebutuhan barang milik
daerah untuk menghubungkan pengadaan barang
yang telah lalu dengan keadaan yang sedang
berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan
yang akan datang;

Penganggaran Terpadu adalah Penyusunan rencana
keuangan tahunan yang dilakukan secara
terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna
melaksanakan  kegiatan  pemerintahan  yang
didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi
alokasi dana;

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan
pemenuhan kebutuhan barang daerah, jasa dan
atau pemeliharaan barang daerah;

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pengguna Barang dalam mengelola dan
menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai
dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang
bersangkutan;

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik
daerah yang tidak digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan
tidak mengubah status kepemilikan;

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan
menerima imbalan uang tunai;

Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan
barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka
waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah
jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali
kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang;

Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan
barang milik daerah pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan
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37.
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44.

negara bukan pajak/pendapatan daerah dan
sumber pembiayaan lainnya;

Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang
milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan
cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak
lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang
telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan
kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka
waktu;

Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang
milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan
cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya
diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang
disepakati;

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja
sama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha
untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan
barang milik daerah;

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang
milik daerah kepada pihak lain dengan menerima
penggantian dalam bentuk uang;

Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan
Barang Milik Daerah yang dilakukan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar
Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah
dengan Pihak Lain, dengan menerima penggantian
utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan
nilai seimbang;

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar
Pemerintah  Daerah, atau dari Pemerintah
Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa
memperoleh penggantian;

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah
pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang
semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham/aset
neto/kekayaan bersih milik daerah pada badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau
badan hukum lainnya yang dimiliki negara;
Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik
dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah;



45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang
milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan
keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang,
dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung
jawab administrasi dan fisik atas barang yang
berada dalam penguasaannya;

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang
meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan
barang milik daerah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan
pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil
pendataan barang milik daerah;

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian
yang selektif didasarkan pada data atau fakta yang
obyektif dan relevan dengan menggunakan
metode/tehnik tertentu untuk memperoleh nilai
barang milik daerah;

Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat
data barang yang digunakan oleh masing-masing
Pengguna Barang;

Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang
memuat data barang yang dimiliki oleh masing-
masing Kuasa Pengguna Barang;

Pihak Lain adalah pihak-pihak selain
kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 6

Bupati merupakan pemegang kekuasaan
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bupati sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah berwenang dan
bertanggungjawab:

a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

c. menetapkan  kebijakan pengamanan dan
pemeliharaan Barang Milik Daerah;

d. menetapkan pejabat yang mengurus dan
menyimpan Barang Milik Daerah;

e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang
Milik Daerah yang memerlukan persetujuan
DPRD;

f.  menyetujui usul Pemindahtanganan,



Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik
Daerah sesuai batas kewenangannya; dan

menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik
Daerah, selain Pemanfaatan dalam bentuk Sewa
pada Pengguna Barang.

3. Ketentuan ayat (5) Pasal 29 dihapus, sehingga Pasal 29
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 29

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan
oleh Pengelola Barang dengan persetujuan
Bupati, untuk barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pengelola Barang.

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan
oleh Pengguna Barang dengan persetujuan
Pengelola Barang, untuk barang milik daerah
berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang
masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan
selain tanah dan/atau bangunan.

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan
berdasarkan  pertimbangan  teknis dengan
memperhatikan kepentingan Negara/Daerah dan
kepentingan umum.

Barang Milik Daerah yang menjadi objek
pemanfaatan dilarang dijaminkan atau
digadaikan.

Dihapus.

Pelanggaran  atas  ketentuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai
dengan  ketentuan = peraturan = perundang-
undangan.

4. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 32

(1) Barang Milik Daerah dapat disewakan kepada
pihak lain.

(2) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah lebih
dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun
sejak ditandatangani perjanjian dan dapat
diperpanjang.

(2a) Pelaksanaan Sewa dengan jangka waktu kurang
dari 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih



(4)

(6)

(7)

(8)

dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
untuk:

a. kerja sama infrastruktur;

b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang
memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima)
tahun; atau

c. ditentukan lain dalam peraturan perundang-
undangan.

Besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati.

Besaran sewa atas barang milik daerah untuk
kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan dengan
karakteristik usaha yang memerlukan waktu
sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat
mempertimbangkan nilai keekonomian dari
masing-masing jenis infrastruktur.

Besaran Sewa Barang Milik Daerah selain tanah
dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati
dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan
Barang Milik Daerah.

Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan
berdasarkan perjanjian, yang paling sedikit
memuat:

a. dasar perjanjian
b. para pihak yang terkait dalam perjanjian;

c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa,
dan jangka waktu;

d. tanggung jawab penyewa atas biaya
operasional dan pemeliharaan selama jangka
waktu sewa;

e. besaran dan jangka waktu sewa termasuk
periodesitas sewa;

f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis
kegiatan usaha dan  kategori bentuk
kelembagaan penyewa;

g. hak dan kewajiban para pihak; dan
h. hal lain yang dianggap perlu.

Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan
penerimaan Daerah dan seluruhnya wajib
disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus
secara tunai sebelum ditandatanganinya
perjanjian Sewa Barang Milik Daerah.
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(10) Dikecualikan dari ketentuan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (9), penyetoran uang Sewa
Barang Milik Daerah dapat dilakukan secara
bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang
atas:

i. Sewa untuk kerja sama infrastruktur;
dan/atau

j- Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan
karakteristik/ sifat khusus.

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Pasal 33
Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. mengoptimalkan Barang Milik Daerah yang
belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna
Barang; dan

b. menunjang  pelaksanaan  penyelenggaraan
pemerintahan Daerah.

Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan
antara pemerintah dan pemerintah daerah atau
antar pemerintah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah tidak termasuk pengalihan
penggunaan barang antar Pengguna Barang.

Pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah
dilakukan oleh:

a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah
yang berada pada Pengelola Barang; dan

b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah
yang berada pada Pengguna Barang.

Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola
Barang/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan setelah mendapatkan
persetujuan Bupati.

Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah
paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian
yang paling sedikit memuat:

c. para pihak yang terkait dalam perjanjian;

d. dasar perjanjian;

e. identitas para pihak yang terkait dalam
perjanjian;

f. jenis, luas atau jumlah barang yang
dipinjamkan, dan jangka waktu;
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g. tanggung jawab peminjam atas Dbiaya
operasional dan pemeliharaan selama jangka
waktu peminjaman;

h. hak dan kewajiban para pihak; dan

i. persyaratan lain yang dianggap perlu.

6. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 35

Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah
dilaksanakan terhadap:

a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang sudah diserahkan oleh
Pengguna Barang kepada Bupati;

b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah
dan/atau bangunan yang masih digunakan
oleh Pengguna Barang; atau

c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan.

Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah
mendapatkan persetujuan Bupati.

Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang
setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 36

Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah
dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana
dalam APBD untuk memenuhi biaya
operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan
yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah
tersebut;

b. mitra Kerja Sama Pemanfaatan dipilih melalui
tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah
yang Dbersifat khusus dapat dilakukan
penunjukan langsung;

c. penunjukan langsung mitra Kerja Sama
Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang
bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
huruf b, dilakukan oleh Pengelola
Barang/Pengguna Barang terhadap Badan
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Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang
dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

. mitra kerja sama pemanfaatan harus
membayar kontribusi tetap setiap tahun
selama jangka waktu pengoperasian yang telah
ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil
kerja sama pemanfaatan ke rekening Kas
Umum Daerah;

. besaran pembayaran konstribusi tetap dan
pembagian keuntungan hasil Kerja Sama
Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan
tim yang dibentuk oleh:

1. Bupati untuk Barang Milik Daerah berupa
tanah dan/atau bangunan;

2. pengelola Barang Milik Daerah, untuk
Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan.

besaran pembayaran kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan hasil Kerja Sama
Pemanfaatan harus mendapat persetujuan
Bupati;

. dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik
Daerah berupa tanah dan/atau bangunan,
sebagian konstribusi tetap dan pembagian
keuntungannya dapat berupa bangunan
beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu
kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk
objek Kerja Sama Pemanfaatan;

. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya
sebagai bagian dari konstribusi tetap dan
konstribusi pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud pada huruf g paling
banyak 10% (sepuluh persen) dari total
penerimaan konstribusi tetap dan pembagian
keuntungan selama masa Kerja Sama
Pemanfaatan;

bangunan yang dibangun dengan Dbiaya
sebagian konstribusi tetap dan pembagian
keuntungan dari awal pengadaannya
merupakan Barang Milik Daerah;

selama jangka waktu pengoperasian, mitra
Kerja Sama Pemanfaatan dilarang
menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik
Daerah yang menjadi objek Kerja Sama
Pemanfaatan; dan

. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling
lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian
ditandatangani dan dapat diperpanjang.



(2)

(3)

(4)

(9)
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Semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan
yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Kerja
Sama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerja
Sama Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja
Sama Pemanfaatan.

Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k, tidak berlaku
dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang
Milik Daerah untuk jenis penyediaan infrastruktur
yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai
penyediaan infrastruktur.

Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan atas
Barang  Milik Daerah  untuk  penyediaan
infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian
ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas
Barang  Milik Daerah  untuk  penyediaan
infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, atau anak perusahaan badan usaha
milik negara yang diperlakukan sama dengan
badan wusaha milik negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan
modal negara pada badan usaha milik negara dan
perseroan  terbatas, kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling
tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil
perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurufe.

8. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 37

(1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan
pertimbangan:

a. Pengelola Barang/Pengguna Barang
memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk
kepentingan pelayanan umum dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana
dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan
fasilitas tersebut.

(2) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang
setelah mendapat persetujuan Bupati.



(3)

(4)
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Barang Milik Daerah berupa tanah yang status
penggunaannya ada pada Pengguna Barang dan
telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas
dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan,
dapat dilakukan Bangun Guna Serah atau Bangun
Serah Guna setelah terlebih dahulu diserahkan
kepada Bupati.

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan
Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya.

Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Pasal 39

Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun
Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun
sejak perjanjian ditandatangani

Pemilihan mitra Bangun Guna Serah atau Bangun
Serah Guna dilaksanakan melalui tender.

Mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah
Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu
pengoperasian:

a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas
Umum Daerah setiap tahun sesuai besaran
yang telah ditetapkan;

b. wajib memelihara objek Bangun Guna Serah
atau Bangun Serah Guna; dan

c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau
memindahtangankan:

1. tanah yang menjadi objek Bangun Guna
Serah atau Bangun Serah Guna;

2. bangunan beserta fasilitas yang berasal dari
pelaksanaan Bangun Guna Serah yang
digunakan langsung untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah Daerah; dan/atau

3. hasil Bangun Serah Guna.

Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil Bangun
Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus
digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas
dan fungsi Pemerintah Daerah paling sedikit 10%
(sepuluh persen).

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna
dilaksanakan  berdasarkan  perjanjian yang
minimal memuat:

a. dasar perjanjian;
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(6)

(7)

(8)
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b. identitas para pihak yang terikat dalam
perjanjian;

c. objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah
Guna;

d. hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah
Guna;

e. peruntukan Bangun Guna Serah atau Bangun
Serah Guna;

f. jangka waktu Bangun Guna Serah atau
Bangun Serah Guna;

g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme
pembayarannya;

h. besaran hasil Bangun Guna Serah atau
Bangun Serah Guna yang digunakan langsung
untuk tugas dan fungsi Pengelola
Barang/Pengguna Barang;

i. hak dan kewajiban para pihak yang terikat
dalam perjanjian;

j. ketentuan mengenai berakhirnya Bangun Guna
Serah atau Bangun Serah Guna;

k. sanksi;
l. penyelesaian perselisihan; dan
m. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun
Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus
diatasnamakan Pemerintah Daerah.

Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau
Bangun Serah Guna yang terjadi setelah
ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atau
Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan
Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna
menjadi beban mitra yang bersangkutan.

Mitra Bangun Guna Serah barang milik daerah
harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah
kepada Bupati pada akhir jangka waktu
pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah.

Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 54

Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan
atau pemindahtanganan dilakukan oleh:

a. Penilai Pemerintah; atau
b. Penilai Publik.
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(2)

(3)

(32)

(4)
(9)
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Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah
dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan
atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang
ditetapkan oleh bupati atau menggunakan Penilai.

Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk
mendapatkan:

a. nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, untuk Penilaian yang
dilakukan Penilai; atau

b. nilai taksiran, untuk Penilaian yang dilakukan
tim yang ditetapkan oleh bupati.

Dihapus.

Hasil Penilaian barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 55

Dalam kondisi tertentu Bupati dapat melakukan
Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah
yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah
Daerah.

Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 60

Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara
lelang, kecuali dalam hal tertentu.

Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus; atau

b. Barang Milik Daerah lainnya.

Dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah,
dilakukan Penilaian untuk mendapatkan nilai wajar
atau nilai taksiran.

Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang
Milik Daerah secara lelang sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal ayat (1) dilakukan dengan
memperhitungkan faktor penyesuaian.



13.

14.
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(5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan limit/batasan terendah yang
disampaikan kepada Bupati sebagai dasar
penetapan nilai limit.

(6) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
ditetapkan oleh Bupati selaku penjual.

Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 65

(1) Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan
pertimbangan untuk kepentingan:

a. sosial;
b. budaya;
. keagamaan;

C
d. kemanusiaan;

®

pendidikan yang bersifat non komersial;

=

penyelenggaraan pemerintahan
pusat/Pemerintahan Daerah/pemerintah desa.

(2) Barang Milik Daerah dapat dihibahkan jika
memenuhi persyaratan:

a. bukan merupakan barang rahasia negara,;

b. bukan merupakan barang yang menguasai
hajat hidup orang banyak; dan

c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah.

(3) Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial,
budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan
yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) penyelenggaraan pemerintahan
pusat/Pemerintahan Daerah/pemerintah  desa
pedoman pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 68

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang
Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian,
memperbaiki  struktur permodalan dan/atau
meningkatkan kapasitas usaha badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan
hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2)
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Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Barang Milik Daerah yang dari awal
pengadaannya sesuai dokumen penganggaran
diperuntukkan bagi badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, atau badan hukum
lainnya yang dimiliki negara dalam rangka

penugasan pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan;
atau

b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila
dikelola oleh badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya
yang dimiliki negara, baik yang sudah ada
maupun yang akan dibentuk.

15. Ketentuan Pasal 77 diubahsehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 77

Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna
dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a,
dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah
tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b,
dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah
tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang .

Penghapusan Barang Milik Daerah yang sudah
tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang,
Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:

a. penyerahan Barang Milik Daerah;

b. pengalihan status Penggunaan Barang Milik
Daerah;

c. Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;

d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dan sudah tidak ada upaya
hukum lainnya;

e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

f. Pemusnahan; atau

g. sebab lain.
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16. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 87
(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan

penertiban terhadap Barang Milik Daerah yang
berada meliputi:

a. Penggunaan;
b. Pemanfaatan;
c. Pemindahtanganan;
d. Penatausahaan;
e. Pemeliharaan; dan
f. Pengamanan
(2) Pengguna Barang melakukan pemantauan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

a. mengamati pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan;
dan

b. menilai kesesuaian antara pelaksanaan

Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan
Barang Milik Daerah dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Unit
Kerja SKPD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna
Barang.

(4) Pengguna Barang dalam melakukan pemantauan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim
internal berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga)
orang.

(5) Tim  internal menyampaikan laporan  hasil
pemantuan kepada Pengguna Barang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.
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Ditetapkan di Slawi
pada tanggal
BUPATI TEGAL,

Diundangkan di Slawi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ... NOMOR ...
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

UMUM

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan
tertib pengelolaan Barang Milik Daerah sehinga pengelolaan barang Milik
Daerah dapat dilaskanakan secara optimal, efektif, dan efisien serta
transparan sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan adanya kesamaan
persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur
yang terkait dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah dalam pengelolaan barang
milik Daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan Daerah sehingga dalam
penyelenggaran pemerintahan daerah berjalan dengan baik dan terwujud
kesejahteraan rakyat sesuai dengan rencana Pembangunan daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka peningkatan
intensitas pelaksanaan wurusan dan tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten Tegal dalam pengelolaan Barang Milik Daerah terus
meningkat sehingga perlu disikapi dengan mengambil langkah dan
kebijaksanaan yang terkoordinasi serta terpadu.

Peraturan Daerah ini dijadikan landasan hukum dalam
pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tegal. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang
baru, maka diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.



Angka 2
Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 60

Angka 13
Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 68

Cukup jelas.
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Angka 15
Pasal 77
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 87

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR ...



